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ABSTRAK 

Berbagai macam regulasi dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna 

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, namun hasilnya masih jauh dari 

kata memuaskan. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bersifat retributive 

justice dinilai tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia, sehingga muncul 

gagasan penerapan restorative justice untuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, 

dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor pendukung dan faktor 

penghambat beserta peluang penerapan restorative justice dalam proses penuntutan 

tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada faktor pendukung penerapan 

restorative justice untuk tindak pidana korupsi, sedangkan faktor penghambatnya 

terdapat beberapa faktor diantaranya faktor yuridis, teknis, instrumental, dan 

sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang terlebih dahulu 

baru kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Kejaksaan. 

 

Kata kunci: restorative justice, tindak pidana korupsi, penuntutan. 
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ABSTRACT 

Various kinds of regulations and efforts have been made by the government to 

eradicate corruption in Indonesia, but the results are still far from satisfactory. Law 

enforcement of corruption that is retributive justice is considered unable to 

eradicate corruption in Indonesia, so that the idea of implementing restorative 

justice for corruption crimes emerged. Therefore, research was carried out which 

aims to find supporting factors and inhibiting factors as well as opportunities for 

the application of restorative justice in the process of prosecuting corruption. This 

research is a normative legal research. The results of this study indicate that 

currently there are no supporting factors for the application of restorative justice 

for corruption crimes, while the inhibiting factors are several factors including 

juridical, technical, instrumental, and sociological factors. Therefore, it is 

necessary to amend the law first and then lower it into the Prosecutor's Regulations. 

 

Keywords: restorative justice, corruption, prosecution. 
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